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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam suku dan budaya di 

setiap daerahnya. Dimana suku-suku yang tersebar luas tersebut memiliki 

keunikan budaya masing-masing dan tentunya menarik untuk diketahui. 

Banyaknya suku dan budaya juga membuat Indonesia kental akan adat-istiadat 

yang masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Maka dari itu, meskipun 

Indonesia memiliki hukum positif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan, namun karena banyaknya suku dan budaya membuat beberapa  

daerah yang masih sangat mempercayai adat-istiadatnya juga tidak bisa 

melepaskan kebiasaan yang diturunkan dari pendahulu mereka, sehingga 

beberapa permasalahan yang muncul diselesaikan secara adat dan sesuai dengan 

peraturan daerah suku masing-masing. 

Hukum positif sendiri adalah hukum yang berlaku saat ini (ius 

constitutum), berisi mengenai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan 

tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau 

khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam 

negara Indonesia. 1 Hukum positif memiliki peran penting dalam penyelesaian 

 

 
 

1 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik) (Yogyakarta: 2004),   hal.1. 
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permasalahan dalam ranah hukum. Dalam hal ini, permasalahan yang peneliti 

ambil adalah mengenai pembunuhan, dimana hukum positif yang mengatur 

mengenai pembunuhan adalah hukum pidana. Pembunuhan sendiri diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX (sembilan belas) mengenai 

Kejahatan Terhadap Nyawa, di antaranya adalah sebagai berikut :2 

 Pasal 338 – Pembunuhan 
 

 Pasal 339 – Pembunuhan dengan pemberatan 
 

 Pasal 340 – Pembunuhan berencana 
 

. Sedangkan hukum adat yang berada dikalangan masyarakat yang masih  

memegang teguh aturan adatnya juga mengatur mengenai permasalahan 

pembunuhan ini, tetapi yang membedakan adalah pada hukum adat aturan yang 

digunakan untuk penyelesaiannya tidak tertulis secara resmi seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945 dan 

peraturan resmi lainnya, namun peraturan itu tetap dipatuhi dan dilaksanakan 

oleh masyarakat adat atau suku pada daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pengertian hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis karena aturan ini tidak  

ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu, di 

antaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang 

hukum, yang berlangsung selama waktu tertentu.3 Dalam hal pemilihan atau 

pemberian sanksi yang diberikan adalah berasal dari keputusan-keputusan yang 

 
 

2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
3 Artikel: Fakultas  Hukum Universitas Medan Area, “Hukum Adat”, 2021. 
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sudah ada atau dibuat oleh pendahulu dan keputusan bersama apabila dalam 

sebuah kasus memerlukan pembahasan serta keputusan masyarakat setempat.  

Aturan atau syarat dalam penyelesaian permasalahan seperti pembunuhan dalam 

suatu suku tertentu adalah berbeda-beda, dikarenakan setiap suku di suatu daerah 

memiliki ciri khas tersendiri dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku dan juga 

perlindungan serta kesejahteraan korbannya. 

Tanah Papua menjadi salah satu contoh daerah yang penulis pilih, 

dikarenakan Papua merupakan salah satu daerah yang masih sangat menjaga 

ragam suku dan budayanya. Dimana, terdapat kurang lebih 800 suku yang berada 

di Papua dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Selain itu, banyaknya suku 

yang terdapat di Papua juga masih memegang erat aturan-aturan jaman dahulu, 

bahkan ada beberapa suku yang benar-benar tinggal dipedalaman dan jauh dari 

koneksi teknologi dan hidup seperti zaman nenek moyang, yaitu menggunakan 

semua hal yang berada di alam, bahkan beberapa dari mereka juga berpindah- 

pindah tempat untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, masyarakat Papua yang 

sudah mengenal teknologi juga tidak lantas mengabaikan hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. Banyak sekali contoh kasus tindak pidana pembunuhan 

yang diselesaikan melalui ranah hukum, salah satunya diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

 Kasus penembakan Pendeta Yeremia yang diduga kuat pelakunya adalah 

oknum TNI, dimana pihak keluarga meminta atau menuntut untuk diadili  

di peradilan HAM dan bukan di peradilan militer. Tercatat dari tahun 2018- 
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2020 terdapat 47 kasus pembunuhan namun hanya 4 kasus yang sampai ke 

pengadilan, dengan 2 diantaranya adalah pengadilan militer tertutup untuk  

publik.4 

Hubungan antara hukum pidana sebagai hukum positif di Indonesia dan 

hukum adat menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk peneliti kulik,  

dimana dalam pembahasan ini dapat ketahui sudut pandang hukum pidana 

terhadap penyelesaian permasahan atau kasus dengan cara adat, dikarenakan 

sanksi yang diberikan serta metode atau proses penyelesaiannya jauh berbeda 

dengan yang terdapat didalam hukum positif yaitu hukum pidana yang di atur  

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis sendiri memilih suku Yali 

yang terdapat di Papua sebagai bahan pembahasan, dimana suku Yali merupakan 

salah satu suku yang berada di Kabupaten Yahukimo, bagian timur pegunungan 

tengah. Kabupaten Yahukimo merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari 

Kabupaten Jayawijaya.5 Masyarakat suku Yali sampai saat ini masih bertahan 

dengan adat-istiadat yang ada dikalangan mereka, namun disisi lain juga 

mengenal dengan baik hukum yang berada di Indonesia. Di dalam lingkup 

kehidupan masyarakat suku Yali, banyak ditemukan hal-hal yang bersifat 

tradisional, bahkan kasus penyerangan, perang dan pembunuhan antar suku 

masih sering terjadi. Penyelesaian yang digunakan juga beragam, dimana jika 

 

 

4 Informasi dikutip dari BBC New Indonesia 
5 http://suku-dunia.blogspot.com/2014/08/sejarah-perkembangan-suku-yali-di-papua.html/ diakses pada tanggal 22 

Februari 2022 

http://suku-dunia.blogspot.com/2014/08/sejarah-perkembangan-suku-yali-di-papua.html/
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terjadi suatu peristiwa pembunuhan, penyelesaian yang dipilih dan digunakan 

adalah sistem ganti rugi jika melalui jalur adat. Sedangkan pada umumnya 

penyelesaian jalur hukum pidana, pelaku pembunuhan diberikan sanksi atau 

hukuman berupa kurungan penjara yang waktunya ditentukan sesuai dengan 

berat-ringannya kasus yang dilakukan oleh pelaku tersebut. 

Selain itu, ada dan berlakunya hukum adat di Indonesia dijelaskan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang tak lain menjadi salah satu dasar penguat  

daripada hukum adat itu sendiri. Dimana dapat dilihat dalam pasal 18B ayat (1)  

dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang berbunyi seperti 

berikut : 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- 

undang. 

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.6 

Adanya pengakuan-pengkuan yang memperkuat berlakunya hukum adat juga 

tertuang dalam beberapa peraturan lainnya yang semakin menjelaskan 

bahwasannya pengakuan tersebut memaknakan kesatuan-kesatuan hukum yang 

 

6 Iswara N Raditya, Bunyi Pasal 18 UUD 1945: Penambahan Isi Sebelum & Setelah Amandemen 

(https://tirto.id/bunyi-pasal-18-uud-1945-penambahan-isi-sebelum-setelah-amandemen-gk4B / d iakses pada 

tanggal 23 April 2022) 

https://tirto.id/bunyi-pasal-18-uud-1945-penambahan-isi-sebelum-setelah-amandemen-gk4B/
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berlaku di masyarakat adat. Beberapa peraturannya adalah sebagai berikut : 
 

1. Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 
 

Dijelaskan bahwasannya dalam kondisi atau keadaan mendesak 

(darurat) peraturan atau ketentuan didalam Undang-Undang Darurat No.1 

Tahun 1951 ini dapat berlaku. Artinya, apabila terjadi suatu kasus berat  

seperti pembunuhan dalam lingkup adat, maka pemberikan sanksi atau 

hukuman kepada pelaku tersebut merupakan hal yang sah seperti hukuman 

pidana yang berlaku di negara Indonesia. Undang-undang darurat ini 

ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) yang fungsinya untuk mengantur penyelenggaraan pemerintahan 

yang perlu diatur dengan segara karena adanya keadaan darurat. Lebih detail  

daripada peraturan Undang-Undang Darurat yang mengatur juga mengenai 

masalah adat terancum dalam pasal 1 dan pasal 5 ayat (3) yang dimana  

apabila dijelaskan secara singkat maka adat tetap berlaku apabila terdapat  

perbuatan-perbuatan menurut hukum yang hidup dianggap perbuatan pidana  

namun tidak ada bandingannya dalam KUHP sipil maka pemberian 

hukumannya adalah diancam penjara tidak lebih dari 3 bulan, akan tetapi 

apabila perbuatan tersebut ada bandingnya maka dapat diancam dengan 

waktu yang sepadan dengan yang terdapat dalam hukum yang hidup tersebut 

(KUHP). Dari penjelasan diatas, jelas bahwa pemberlakuan sanksi adat 

dalam hukum nasional sangat dibatasi. Meski begitu, pada daerah-daerah 

yang sangat kental akan budaya dan peraturan adatnya maka peraturan adat 
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pada daerah tersebut lebih dipatuhi dan diberlakukan. 
 

2. Pendapat sarjana hukum mengenai berlakunya pidana adat 
 

 Bushar Muhammad menjelaskan bahwa apabila seorang atau suatu 

perkumpulan melakukan penyimpangan yang mengganggu 

keseimbangan masyarakat atau persekutuan lain, maka untuk 

mengembalikan keseimbangan tersebut dapat dilakukan dengan 

beberapa cara diantaranya adalah pembayaran adat berupa barang, uang, 

mengadakan selamatan, memotong hewan kecil/ besar dan lain 

sebagainya.7 

 Pemahaman mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam 

konsep “strafbaarfeit” dengan perbuatan melawan hukum dalam pidana 

adat tidaklah sama. Sehingga Prof. Dr. Mr. Moeljatno memberikan 

pendapat untuk mengantisipasi hal tersebut. Dijelaskan bahwa 

pengertian daripada “strafbaarfeit” adalah perbuatan yang sifatnya 

bertantangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum,  

sehingga hal tersebut adalah melawan hukum. Dengan demikian dapat 

disimpulkan adanya atau berlakunya pidana adat serupa dengan 

perbuatan pidana atau delik yang merupakan hal yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa  

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. 

 
 

7 A.A Ngurah Yusa Darmadi, “Penerapan Sanksi Terhadap Delik Adat Khususnya Pelaku Pencurian Benda- 

Benda Suci” (Bali:Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016). 
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Pada hal ini maka pemahaman daripada hukum pidana nasional dengan 

pidana adat yang diberikan atau berlaku dimasyarakat adat masuk dan 

selaras.8 

3. Hukuman ganti rugi dalam konvensi internasional tentang adanya akses 

korban bantuan, dan restitusi kepada korban dan Undang-Undang 

Perlindungan saksi dan korban terkait dengan adanya hukuman pidana ganti 

rugi. 

Hukuman ganti rugi dalam konvensi internasional merupakan salah satu 

hak yang harus didapatkan oleh korban, dimana korban tidak serta merta  

hanya melihat pelaku kejahatan dijatuhi hukuman penjara semisal saja, 

meskipun itu merupakan hal utama akibat dari perbuatan pelaku, akan tetapi 

sesuatu yang ada dalam diri korban juga harus dipulihkan karena sebelumnya  

dirusak oleh pelaku, baik mental, fisik maupun fikirannya. Salah satu 

konvensi internasional yang didalamnya berisi ketentuan ganti rugi serta 

adanya akses bantuan korban dan restitusi adalah International Conventional 

on Civil and Political Rights (ICCPR) – Konvensi Internasional tentang Hak- 

Hak Sipil dan Politik. Dimana komite Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dibentuk melalui ICCPR menjelaskan beberapa kewajiban yang harus 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

 Menyelidiki fakta-fakta 

8 Artikel: Hwian Christianto, “Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana”, 2012 

(http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/276/208 ./ diakses pada tanggal 11 Mei 2022). 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/276/208
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 Mengambil tindakan terhadap pelanggaran itu dengan semestinya 

 

 Membawa ke depan pengadilan   orang-orang yang terbukti 

bertanggungjawab 

 Memberikan perlakuan pada para korban sesuai dengan ketentuan 

dan jaminan yang termaktub dalam konvenan 

 Membayar kompensasi kepada para korban dan keluarganya.9 

 
Selain itu mengenai ganti rugi, negara memberikan ruang kepada seseorang 

yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana untuk mendapat haknya 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 2014.10
 

1.2  Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyelesaian-penyelesaian kasus hukum adat dengan sistem 

ganti rugi di Suku Yali Papua? 

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian dengan sistem 

ganti rugi dalam peristiwa pembunuhan di suku Yali ? 

 

 

 

 

9 Artikel: Herman Sujarwo, ”Perlindungan Korban Pelanggaran Ham Dan Instrumen 

Internasional”(Wonosobo:Fakultas Syari‟ah dan Hukum UNSIQ, 2020) 
10 Artikel: Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak   Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru ” 
(http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9 / diakses pada tanggal 7 Mei 2022). 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9/
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PENYELESAIAN KASUS 

 

TINDAK PIDANA 

JALUR HUKUM 
( Sesuai dengan ketentuan 

yang di tetapkan dalam 

KUHP ) 

JALUR ADAT 
( Sesuai dengan ketentuan 

yang berada dalam 

masyarakat adat setempat ) 

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PERISTIWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

DENGAN SISTEM GANTI RUGI YANG 

DITERAPKAN DALAM HUKUM ADAT 

 
 

1.3  Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikiran diatas dapat dijabarkan bahwasannya 

hukum pidana merupakan hukum positif yang berlaku dan mengikat di 

Indonesia, namun adanya hukum adat yang terdapat didalam setiap daerah yang 

masih memberlakukan ketentuan-ketentuan asli dalam masyarakatnya 

menjadikan hal tersebut sebagai suatu peraturan lain yang berlaku, sekaligus 

 
PERISTIWA PEMBUNUHAN 
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digunakan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan termasuk kasus  

pembunuhan. Dalam hal ini hukum pidana menjadi sorotan utama apabila suatu 

perbuatan tindak pidana diselesaikan secara adat. 

Mengingat masyarakat Indonesia yang sangat kritis terhadap sesuatu yang 

terjadi di negara ini, maka kajian kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian 

kasus dengan cara lain sangat diperlukan. Tata cara penyelesaian secara hukum 

pidana berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku didalam KUHP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara 

Pidana) menjadi kiblat untuk aturan-aturan lainnya, dimana meskipun aturan 

lain seperti memberikan hukuman ganti rugi kepada pelaku tindak pidana 

pembunuhan dalam hukum adat, diharapkan tidak melebihi dari kententuan 

yang berlaku didalam peraturan resmi tersebut. Sehingga tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan aturan yang terkesan timpang dari salah satu 

hukum yang berdampingan di lingkungan masyarakat Indonesia. 

1.4  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan 
 

Tujuan penelitian ini adalah jawaban atas masalah-masalah yang 

sudahdiuraikan sebelumnya. Maka peneliti mempunyai tujuan yaitu : 

1.  Untuk menjelaskan penyelesaian-penyelesaian kasus hukum 

adat dengan sistem ganti rugi di Suku Yali Papua. 

2.  Untuk menjelaskan bagaimana   kebijakan hukum pidana 

terhadap penyelesaian dengan sistem ganti rugi dalam peristiwa 
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pembunuhan di suku Yali. 
 

b.  Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi mengenai kebijakan hukum pidana yang 

berkaitan dengan sistem ganti rugi yang diterapkan oleh masyarakat  

adat serta menambah ilmu dan perkembangan pengetahuan dibidang 

hukum yang relevan dengan kenyataan yang berada dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 
 

a.  Bagi Mahasiswa 
 

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi mahasiswa adalah 

dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman, 

meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu 

permasalahan dan menyimpulkan serta memberikan solusi. 

b.  Bagi Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang 
 

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi Universitas 

Stikubank (Unisbank) Semarang adalah dapat sebagai bahan 

referensi terkait dengan kebijakan hukum pidana terhadap sistem 

ganti rugi yang ada di masyarakat adat khususnya suku Yali di 

Papua. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam 

memahami isi dari skripsi adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, 

kerangka pemikiran dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini terdiri dari dua bagian yaitu tinjauan umum dan tinjauan 

khusus Tinjauan umum menjabarkan memgenai hal-hal yang 

bersifat umum seperti pengertian tidnak pidana, kebijakan hukum 

pidana, dan kejahatan (pembunuhan) SedangkanTinjauan khusus 

menjabarkan mengenai hal-hal yang lebih spesifik yaitu 

penjelasan mengenai hukum adat sekaligus sistem hukuman ganti 

rugi yang berada didalam masyarakat adat. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 
Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai metode penelitian 

diantaranya adalah jenis penelitian, spesfikasi penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 
 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai laporan hasil 
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penelitian dan analisis data. 
 

BAB V : PENUTUP 
 

Terdiri dari kesimpulan dan saran 
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